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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

 

Perusahaan adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang pemaknaannya banyak 

dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun jika 

diteliti lebih jelas KUHD tidaklah memberikan penjelasan yang jelas dan kongkrit 

terhadap pengertian atau definisi dari perusahaan tersebut. Apabila kita mengacu 

pada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, 

terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah 

negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. 

 

Pesatnya perkembangan perusahaan di Negara Indonesia membuat banyak para 

pelaku usaha mencoba melakukan berbagai peluang di berbagai aspek, misalnya 

dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang masih dalam satu kepemilikan 

saham namun dijalankan oleh beberapa pelaku usaha, hal tersebut dilakukan untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam melakukan sebuah usaha. 

Berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah sejak bulan Juni 1983 hingga kini 

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak yang sangat 

berarti kepada terjadinya peningkatan investasi di segala bidang. Adanya 

peningkatan investasi ini mengindikasikan adanya peningkatan aset, modal 
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ataupun kondisi secara keseluruhan bagi suatu perusahaan yang merupakan salah 

satu komponen (pelaku) bisnis yang terkait dengannya.  

 

Perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya dapat diklasifikasikan menjadi 

perusahaan bukan badan hukum dan perusahaan badan hukum. Perusahaan bukan 

badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa 

orang pengusaha secara kerjasama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan 

persekutuan yang dapat mempunyai bentuk hukum firma dan persekutuan 

komanditer (Commanditair Vennootshap), sedangkan yang dimaksud dengan 

perusahaan badan hukum adalah terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan 

dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara 

yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Salah satu bentuk perusahaan badan 

hukum milik swasta adalah Perseroan Terbatas (PT) atau perseroan. 

 

Sasaran umum pembangunan Indonesia diarahkan kepada peningkatan 

kemakmuran rakyat yang semakin merata, untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, diharapkan Perseroan Terbatas (PT) dapat menjadi salah satu pilar 

pembangunan ekonomi nasional, sebab Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis 

yang penting dan banyak terdapat di dunia, termasuk Indonesia. Kehadiran PT 

sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua 

bidang kehidupan manusia. Perseroan Terbatas telah menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi yang tidak 

sedikit untuk pembangunan ekonomi dan sosial. 

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum 

dan dipakai sebagai terjemahan dari Naamlooze Vennootschap (NV). Istilah 



3 

 

“terbatas” di dalam PT tertuju pada tanggung jawab para pesero atau pemegang 

saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham 

yang dimiliki. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan 

Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, PT adalah subjek hukum yang merupakan 

pendukung kewajiban dan hak sama dengan manusia pribadi. Untuk itu, PT dapat 

bertindak dan melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Namun demikian, 

suatu PT dapat dinyatakan sebagai badan hukum perusahaan apabila memenuhi 

tiga karakteristik suatu perusahaan badan hukum yaitu: memiliki kekayaan 

sendiri, ada pengesahan menteri terhadap akta pendirian atau anggaran dasar, dan 

memiliki organisasi yang teratur. 

 

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar 

sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan 

bisnisnya, tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah 

tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri 

masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih 

tersentralisasi dalam batas-batas tertentu yaitu yang disebut pemegang saham. 

Pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-

perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang 

sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu 

perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik ini yang disebut sebagai 

perusahaan holding (Munir Fuadi, 1999: 83). Pada sisi lain tumbuhnya grup 
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perusahaan sebagai lembaga perekonomian itu tidak dibarengi dengan ketentuan-

ketentuan hukum yang memadai sehingga timbul masalah-masalah di seputar 

kegiatan grup perusahaan terutama dalam hubungannya dengan pihak ketiga yaitu 

kreditur, karyawan/buruh, ataupun pemegang saham minoritas pada anak 

perusahaan. 

 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditentukan 

bahwa tanggung jawab para pemegang saham adalah terbatas, sebatas jumlah nilai 

saham yang dimiliki pemegang saham. Pemegang saham PT tidak bertanggung 

jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham pada PT disebut dengan tanggung 

jawab terbatas (limited liability) sebesar nilai saham yang diambilnya. Sebaliknya, 

bagi direksi yang mengelola dan menjalankan kegiatan usaha PT bertanggung 

jawab penuh dan secara pribadi jika PT belum berstatus badan hukum. Jika PT 

telah berstatus badan hukum menjadi tanggung jawab PT yang diwakili oleh 

direksi. 

 

Dalam praktik PT, ada pemegang saham yang memiliki nilai saham yang besar 

disebut dengan pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan. Ada pula yang 

memiliki sedikit lembar saham atau bahkan hanya beberapa lembar saham disebut 

dengan pemegang saham minoritas atau anak perusahaan.  

 

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan penjelasan jika anak 

perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara 

hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang 

dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya kecuali, misalnya 

Direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang 
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diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat 

dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan, biasanya dalam bagian 

"kepengurusan" dan bagian "tugas dan wewenang Direksi". Apabila Direktur 

bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka 

Direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi. 

 

Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak 

cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka Direksipun ikut 

bertanggung jawab secara renteng. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (PT) menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah 

dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak 

luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak dari ekses negatif jalannya 

perusahaan (badan hukum) tersebut, terutama akibat perbuatan badan hukum yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pada umumnya, suatu perusahaan 

kelompok terdapat suatu perusahaan yang memegang semua saham dari satu 

perusahaan lain, jadi satu perusahaan induk memiliki satu perusahaan anak, akan 

tetapi tidak selalu demikian yang terjadi sebab ada kemungkinan bahwa 

perusahaan induk hanya memiliki sebagian saham terbesar di dalam perusahaan 

anak. Demikian juga misalnya, jika satu perusahaan induk memiliki beberapa 

anak atau banyak anak. Perusahaan-perusahaan anak satu sama lain ibarat 

perusahaan saudara di bawah pimpinan induknya. Akan tetapi, perusahaan-

perusahaan anak pada suatu waktu dapat juga menjadi perusahaan induk dari satu 

atau lebih anak dan perusahaan anak ini menjadi perusahaan cucu terhadap 

perusahaan induk yang pertama membentuk konsern (Emmy Pangaribuan 

Simanjuntak, 1994: 41). 
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Secara hukum, perusahaan anggota grup tidak ada kaitannya dengan hak dan 

kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-

perusahaan yang berada dalam perusahaan grup dimiliki oleh pemilik modal yang 

sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan 

ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam grup 

merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan 

anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-

masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan 

badan-badan hukum yang berdiri sendiri (Munir Fuadi, 1999: 130). Apabila salah 

satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga, maka keterikatan secara 

yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta 

bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut.  

 

Bentuk tanggung jawab dari induk perusahaan sebagai pemegang saham hanya 

terbatas pada nilai saham setornya, namun ada hal-hal tertentu hukum 

memperkenalkan atau setidak-tidaknya memperkenankan tanggung jawab hukum 

pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas saham setornya, yang 

dalam hal ini dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa: induk 

perusahaan ikut berperan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas ataupun 

karena doktrin piercing the corporate viel. Selanjutnya, tanggung jawab 

pemegang saham berdasarkan ikatan kontraktual dapat berupa: induk perusahaan 

ikut serta sebagai penjamin corporate guarantee; personal guarantee; atau 

memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang-hutang anak perusahaan 

dengan kreditur (Munir Fuadi, 1999: 126). 
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Untuk itu, penulis mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaturan hukum grup perusahaan dalam tata hukum Indonesia 

khususnya dalam hukum perusahaan, untuk mengetahui pengaturan yang 

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT) mengenai ambivalensi kedudukan/kemandirian perseroan 

terbatas dalam hubungan konsern, untuk mengetahui bentuk tangung jawab dari 

induk perusahaan atas ketidaksanggupan anak perusahaan membayar utang-

utangnya, dan untuk mengetahui pula bagaimana lembaga penyingkapan tabir 

perseroan dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban dari induk perusahaan 

terhadap utang anak perusahaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi 

suatu kajian yang menarik untuk memahami dan membahas keterikatan anak 

perusahaan terhadap induk perusahaan dan tanggung jawab induk terhadap anak 

perusahaan. Untuk itu, judul penelitian ini adalah “Deskripsi Tanggung Jawab 

Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan dalam Suatu Kelompok 

Perusahaan”. 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah  

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah tanggung jawab induk perusahaan 

terhadap anak perusahaan dalam satu kelompok perusahaan?”. Pokok bahasan 

dalam tulisan ini adalah: 

a. hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan dalam kelompok 

perusahaan; 
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b. tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahan dalam kelompok 

perusahaan; 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang 

ilmu. Lingkup pembahasan adalah tentang tanggung jawab induk perusahaan 

terhadap anak perusaan dalam suatu kelompok perusahaan, sedangkan lingkup 

bidang ilmunya adalah hukum perusahaan, yaitu hukum keperdataan khususnya 

hukum perdata ekonomi serta yang menjadi objeknya adalah tentang tanggung 

jawab  induk  perusahaan  terhadap anak perusahaan dalam  suatu  kelompok  

perusahaan (Group Company/Concern), serta mempelajari dan menganalisis 

segala hal yang berhubungan dengan status hukum dan tanggung jawab 

perusahaan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan  yang ingin dicapai dari penelitian  adalah untuk memperoleh deskripsi 

lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang: 

1. hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan dalam  kelompok 

perusahaan; 

2. tanggung jawab sebuah induk perusahaan terhadap anak perusahaannya 

dalam kelompok perusahaan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, 

sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi, 

khususnya mengenai tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak 

perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna untuk memperluas pengetahuan 

peneliti tentang bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak 

perusahaan dalam kelompok perusahaan tersebut, serta merupakan salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 


